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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 03 TAHUN 2013 
TENTANG 

TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat 
kecamatan membutuhkan Tenaga Kesejahteraan Sosial 
sebagai wujud partisipasi masyarakat dan ujung 
tombak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di 
tingkat kecamatan; 

b. bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, merupakan Tenaga 
Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang diinisiasi dan 
dibina secara fungsional oleh Kementerian Sosial; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Tenaga 
Kesejahteraan Sosial Kecamatan; 

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5294); 

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 
2011; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah 
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 

13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 
tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan 
Sosial; 

14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang 
Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan 
Daerah Kabupaten/Kota; 

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TENAGA 

KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN. 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 
1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat 

TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan 
oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, 
dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu 
untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan. 

2. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PSM 
adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa 
pengabdian sosial, kemauan, dan kemampuan dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan 
di bidang kesejahteraan sosial. 

3. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai 
wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang 
tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab 
sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di 
wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat terutama 
bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

4. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau 
perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan 
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kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang 
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 

5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 
material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak 
dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan 
fungsi sosialnya. 

6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, 
terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna 
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi 
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan 
perlindungan sosial. 

7. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat 
PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat 
yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, 
dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

8. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat 
PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau 
masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, 
tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat 
terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial 
secara memadai dan wajar. 

Pasal 2 
Tujuan pembentukan dan penugasan TKSK meliputi : 

a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan; 

b. terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan 
kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan; 
dan 

c. terjalinnya kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial dan program-program pembangunan lainnya di 
tingkat kecamatan. 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

Pasal 3 
(1) TKSK berkedudukan di tingkat kecamatan. 

(2) TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja 
di satu wilayah kecamatan yang meliputi desa atau kelurahan. 

Pasal 4 
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Tugas TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi : 
a. melakukan pemetaan sosial berupa pendataan PMKS dan PSKS 

dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 

b. melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial 
provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota, dan kecamatan; 

c. melakukan koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia 
kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial; 

d. melakukan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan camat 
dan/atau perangkat organisasi dibawahnya antara penyelenggara 
kesejahteraan sosial dan penyelenggara tugas umum pemerintahan 
dan/atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan; 

e. melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas 
inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak; dan 

f. mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja 
dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

Pasal 5 

Fungsi TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi : 
a. koordinator; 

b. administrator; dan 

c. fasilitator. 
Pasal 6 

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, melaksanakan 
fungsi-fungsi koordinasi yang berkaitan dengan kerja sama, sinergi, 
integrasi, dan sinkronisasi dengan PSKS, sumber daya manusia 
kesejahteraan sosial dan berbagai pemangku kepentingan dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat 
penugasan. 

Pasal 7 

Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, 
melaksanakan fungsi-fungsi administrasi yang berkaitan dengan 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat 
penugasan. 

Pasal 8 
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